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PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA 
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:
Agus Cakra Nugraha1

Abstract
Combating crime is repressive, in the old paradigm insists on Follow the Suspect 
is more focused on the pursuit of the perpetrators. Unlike the case with the new 
paradigm that emphasizes the pursuit of money or the Follow the Money or 
trying to trace property derived from crime, which is then reconstructed where 
wealth and what criminal act that gave birth to such property. This approach is 
easier than with conventional approaches for money laundering is the weakest 
link of a crime. Pursuing the perpetrators of crimes are relatively more difficult, 
than the pursuit of crime.

Keywords: Repressive crime, Chase the perpetrators, Track property, Money  
       laundering

Abstrak
Pemberantasan kejahatan secara repres�f, dalam parad�gma lama menekankan 
pada Follow the Suspect leb�h men�t�kberatkan pada  pengejaran para pelaku 
kejahatan. Berbeda halnya dengan parad�gma baru yang leb�h  menekankan untuk 
mengejar uang atau Follow the Money atau berupaya melacak harta kekayaan 
yang berasal dar� kejahatan, yang  kemud�an d�rekonstruks� dar� mana kekayaan 
�tu dan t�ndak p�dana apa yang melah�rkan kekayaan tersebut. Pendekatan �n� 
leb�h mudah d�band�ngkan dengan pendekatan konvens�onal karena pencuc�an 
uang adalah mata ranta� pal�ng lemah dar� suatu kejahatan. Mengejar pelaku 
kejahatan relat�f leb�h sul�t, d�band�ngkan dengan mengejar has�l kejahatan.

Kata kunci: Kejahatan secara repres�f, Pengejaran para pelaku kejahatan,   
           Melacak harta kekayaan, Pencuc�an uang

1 Hak�m Pada Pengad�lan Neger� Bangl�,  Bal�, ema�l: ck.nugraha@gma�l.com

I.  PENDAHULUAN
Dalam dasa warsa terakh�r, 

permasalahan t�ndak p�dana 
Pencuc�an Uang sudah berkembang 
dengan berbaga� aspek permasalahan 
yang semak�n kompleks. Kemajuan 
teknolog� �nformas� telah berdampak 
pula terhadap t�ndak p�dana pencuc�an 
uang yang t�dak lag� terbatas dalam 
suatu w�layah negara tertentu, tetap� 

mel�ntas� batas-batas yur�sd�ks�, dan 
menggunakan modus yang semak�n 
bervar�at�f, memanfaatkan lembaga d� 
luar s�stem keuangan. Sektor perbankan 
merupakan salah satu modus yang 
pal�ng banyak d�manfaatkan oleh 
pelaku t�ndak p�dana pencuc�an uang. 
Hal �n� tentunya t�dak dapat d�lepaskan 
dengan perkembangan serta kemajuan 
�lmu pengetahuan dan teknolog� 
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khususnya d� b�dang komun�kas� yang 
berdampak pula pada ter�ntegeras�nya 
s�stem keuangan termasuk s�stem 
perbankan yang menawarkan 
mekan�sme lalu l�ntas dana antar 
negara yang dapat d�lakukan dalam 
waktu yang sangat s�ngkat.

Terdapat beberapa pengert�an 
mengena� pencuc�an uang (money 
laundering). Secara umum, pengert�an 
atau def�n�s� tersebut t�dak jauh 
berbeda satu sama la�n. Black’s Law 
Dictionary member�kan pengert�an 
pencuc�an uang sebaga� term used to 
describe investment or other transfer 
of money flowing from racketeeting, 
drug transaction, and other illegal 
sources into legitimate channels so 
that is original source cannot be traced 
(pencuc�an uang adalah �st�lah untuk 
menggambarkan �nvestas� d� b�dang-
b�dang yang legal melalu� jalur yang 
sah, seh�ngga uang tersebut t�dak dapat 
d�ketahu� lag� asal usulnya).2 Pencuc�an 
uang adalah proses menghapus jejak 
asal uang has�l keg�atan �llegal atau 
kejahatan melalu� serangka�an keg�atan 
�nvestas� atau transfer yang d�lakukan 
berkal�-kal� dengan tujuan untuk 
mendapatkan status legal untuk uang 
yang d� �nvestas�kan atau d�masukkan 
ke dalam s�stem keuangan.

Secara langsung pencuc�an 
uang t�dak merug�kan orang tertentu 
atau perusahaan  tertentu. Tampaknya  
secara sep�ntas lalu pencuc�an uang 
t�dak ada  korbannya. B�lly Steel 
2 Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law 

Dictionary Sixth Edition, St. Paul M�nn. West 
Publ�sh�ng Co., hlm. 884

pernah mengemukakan bahwa money 
laundering; “It Seem to be a victimless 
crime”. Tetap� d� bal�k semua �tu, dalam 
skala m�kro sebenarnya pencuc�an uang 
berdampak pada lembaga penyed�aan 
jasa keuangan, karena lembaga 
penyed�a jasa keuangan tersebut dapat 
terjerumus ke dalam bahaya l�ku�d�tas 
dan kelangsungan h�dup b�sn�snya. 
Sementara  dalam skala makro  
pencuc�an uang dapat menc�ptakan 
�nstab�l�tas s�stem keuangan, d�stors� 
ekonom� kemungk�nan terganggunya 
kontrol  jumlah uang yang beredar, 
dan dapat menyebabkan  turunnya 
stab�l�tas pemer�ntahan.

Semak�n men�ngkatnya trend 
transaks� tuna� d�duga antara la�n 
dengan maksud untuk memutus 
pentras�ran atau pelacakan asal-usul 
sumber dana dan memutus pelacakan 
al�ran dana kepada p�hak pener�ma 
dana (beneficiary) yang pada akh�rnya 
akan mengamputas� tugas PPATK 
dalam melakukan anal�s�s transaks� 
keuangan mencur�gakan.

Modus Transaks� tuna� yang 
d�duga untuk memutus pelacakan 
transaks� keuangan antara la�n:
1. Setoran tuna� dalam jumlah besar 

dar� bukan nasabah suatu bank 
(walk in customer) untuk p�hak 
ket�ga yang merupakan nasabah 
d� suatu bank berbeda.

2. Setoran tuna� dalam jumlah 
besar dar� p�hak penyetor untuk 
p�hak ket�ga d�mana ba�k p�hak 
penyetor maupun pener�ma 
setoran merupakan nasabah d� 
bank yang sama.
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3. Transaks� tar�k tuna� dalam 
jumlah besar untuk tujuan tertentu 
yang sebenarnya dapat d�lakukan 
secara pem�ndahbukuan atau 
transfer dana, m�salnya untuk 
pembayaran pembel�an propert�, 
kendaraan bermotor.

4. Transaks� Tuna� d�lakukan 
oleh pener�ma suap dengan 
menggunakan kartu ATM m�l�k 
penyuap.
Pencuc�an uang (money 

laundering) d� Indones�a d�s�nyal�r 
banyak berasal dar� has�l t�ndak p�dana 
korups�, d� samp�ng t�ndak p�dana 
la�n. Anatom� korups�  menunjukkan 
bahwa,   uang has�l korups� merupakan 
derivative yang sangat pent�ng bag� 
kelanjutan  korups� dan kejahatan 
la�n sebaga� transnasional crime. 
Korups� masa k�n� bukan hanya  untuk 
memenuh� h�dup sehar�-har� (petty-
corruption) akan tetap� juga leb�h 
ser�ng menamp�lkan keserakahan 
yang luar b�asa (grand-corruption) 
dar� suatu rez�m yang sedang berkuasa 
sebaga�mana k�ta saks�kan kejatuhan 
suatu rez�m pemer�ntahan selalu 
d�latarbelakang� oleh korups�.

Bertolak dar� latar belakang 
permasalahan sebaga�mana paparan 
d� atas, maka rumusan masalah dalam 
penel�t�an �n� adalah sebaga� ber�kut :
1. Baga�manakah pengaturan 

pembatasan transaks� tuna� 
dalam t�ndak p�dana pencuc�an 
uang d� Indones�a?

2. Baga�manakah pengaturan 
transaks� tuna� dalam keb�jakan 
kr�m�nal�sas� pencuc�an uang?

Penel�t�an  �n� merupakan 
karya �lm�ah asl� yang belum pernah 
d�tel�t� sebelumnya. Adapun karya 
�lm�ah yang terka�t dengan karya 
�lm�ah Penul�s ya�tu dengan judul 
Pertanggungjawaban P�dana Korporas� 
Dalam T�ndak P�dana Pencuc�an Uang 
(Money Laundering) D� Indones�a 
ya�tu karya �lm�ah dar� N� Putu Ayu 
Len� Cahyaran� tahun 2015 yang 
rumusan masalahnya adalah; 1. 
Apakah hukum pos�t�f d� Indones�a 
mengatur pertanggungjawaban t�ndak 
p�dana yang d�lakukan oleh korporas� 
dalam t�ndak p�dana pencuc�an uang?; 
2. Baga�manakah pengaturan t�ndak 
p�dana pencuc�an uang yang d�lakukan 
oleh korporas� d�masa mendatang?3. 
Karya �lm�ah la�nnya yang terka�t ya�tu 
I Komang Kusyad� tahun 2015 dengan 
judul Fungs� Perbankan Dalam Upaya 
Membantu  Tugas Pusat Pelaporan Dan 
Anal�sa Transaks� Keuangan (PPATK) 
Mencegah Terjad�nya T�ndak  P�dana 
Pencuc�an Uang yang rumusan 
masalahnya adalah; 1. Baga�mana 
fungs� perbankan d� bal� dalam 
mencegah t�ndak p�dana pencuc�an 
uang ?; 2. Apakah hambatan-hambatan 
dalam pencegahan pencuc�an uang ?4. 

3 Ayu Len� Cahyaran�, N� Putu; RAI 
SETIABUDHI, I Ketut; TJATRAYASA, 
I Made. PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA KORPORASI DALAM 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG (MONEY LAUNDERING) DI 
INDONESIA.Kertha Wicara, vol. 4 no. 1 
ed�s� pebruar� 2015. Ava�lable at: <https://

ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/kerthaw�cara/art�cle/

v�ew/12005>. D�akses tanggal 3 Jul� 2017.
4 Kusyad�, I Komang; RAI SETIABUDHI, 

I Ketut; SURYA DARMAJAYA, 
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Jelas nampak perbedaan dar� karya 
�lm�ah tersebut dengan karya �lm�ah 
yang d�buat oleh Penul�s. Adapun 
keunggulan karya �lm�ah �n� dar� karya 
�lm�ah la�nnya ya�tu membahas leb�h 
dalam tentang pengaturan pembatasan 
transaks� tuna� dalam t�ndak p�dana 
pencuc�an uang d� Indones�a dan 
membahas leb�h dalam tentang 
pengaturan transaks� tuna� dalam 
keb�jakan kr�m�nal�sas� pencuc�an 
uang. 

Tujuan umum penel�t�an �n� 
adalah untuk mendeskr�ps� serta 
menelaah asas maupun teor� yang 
berhubungan dengan permasalahan 
yang bertal�an dengan pembatasan 
transaks� tuna� dalam t�ndak p�dana 
pencuc�an uang d� Indones�a. Tujuan 
khusus penel�t�an �n� berhubungan 
parad�gma science is product, dan 
berhubungan erat dengan permasalahan 
penel�t�an, seh�ngga tujuan khusus 
penel�t�an �n� dapat d�rumuskan 
sebaga� ber�kut :
1. Untuk mendeskr�ps� serta 

menganal�s�s secara mendalam 
pengaturan pembatasan 
transaks� tuna� dalam perbuatan 
t�ndak p�dana pencuc�an uang d� 
�ndones�a;

Ida Bagus. FUNGSI PERBANKAN 
DALAM UPAYA MEMBANTU 
TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN 
ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN 
(PPATK) MENCEGAH TERJADINYA 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG. Kertha Wicara, vol. 3 no. 3 ed�s� 
Jul� 2014. <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/
kerthaw�cara/art�cle.v�ew/9555>. D�akses 
tanggal 3 Jul� 2017.

2. Untuk mendeskr�ps� serta 
menganal�s�s secara mendalam 
pengaturan transaks� tuna� 
dalam keb�jakan kr�m�nal�sas� 
pencuc�an uang;

II.  METODE PENELITIAN
Dalam set�ap penel�t�an 

hendaknya memerlukan suatu metode 
agar suatu penel�t�an tersebut dapat 
d�pertanggungjawabkan d� kemud�an 
har� sebaga�mana mest�nya. D�mana 
jen�s penel�t�an yang d�gunakan 
penul�s untuk pembuatan jurnal 
�n�, menggunakan jen�s penel�t�an 
hukum normat�f. Menurut Abdulkad�r 
Muhammad penel�t�an hukum normat�f 
�alah penel�t�an hukum yang d�landas� 
oleh hukum yang tertul�s dar� berbaga� 
aspek, ya�tu aspek teor�, sejarah, 
f�losof�, perband�ngan, struktur dan 
kompos�s�, ruang l�ngkup dan mater�, 
kons�stens�, penjelasan umum dan 
pasal dar� pasal, formal�tas dan 
meng�katnya, tetap� t�dak mendasar� 
aspek terapan atas �mplementas�nya, 
maka penel�t�an hukum normat�f 
ser�ng juga d�sebut “ penel�t�an hukum 
dogmat�k” atau penel�t�an hukum 
teor�t�s (dogmatic or theoretical law 
research).5

Dalam penel�t�an �n� jen�s 
pendekatan terhadap permasalahan 
dalam penel�t�an �n� akan d�lakukan 
dengan 4  (empat) cara pendekatan, 
ya�tu pendekatan perundang-undangan 
5 Abdulkad�r Muhamad, 2004, Hukum dan 

Penelitian Hukum, Bandung: C�tra Ad�tya 
Bakt�, hlm. 101.
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(statue approach), pendekatan  
anal�s�s konsep hukum (analytical 
and conceptual approach), dan 
pendekatan perband�ngan hukum 
(comparative approach). Dalam 
pendekatan perundang-undangan 
d�lakukan pendekatan pada UU 8 
Tahun 2010 tentang pencegahan 
dan pemberantasan t�ndak p�dana 
pencuc�an uang, PPATK berkewaj�ban 
untuk melakukan anal�s�s terhadap 
al�ran uang yang mencur�gakan 
karena sektor perbankan merupakan 
salah satu modus yang pal�ng banyak 
d�manfaatkan oleh pelaku t�ndak 
p�dana pencuc�an uang.6 Pendekatan 
anal�s�s konsep hukum �n� d�lakukan 
untuk menganal�s�s teor�-teor� hukum 
maupun konsep hukum yang berka�tan 
dengan penel�t�an terhadap pembatasan 
transaks� tuna� dalam t�ndak p�dana 
pencuc�an uang d� Indones�a, serta 
pendekatan perband�ngan hukum �n� 
mengacu pada perband�ngan UU 8 
Tahun 2010 terhadap undang-undang 
yang ada ka�tannya terhadap pencuc�an 
uang agar k�ta mengetahu� apakah d� 
dalam undang-undang tersebut adanya 
norma kosong dan kekaburan norma.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Pembatasan Transaksi 

Tunai Dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang Di Indonesia
Ketentuan yang ada dalam UU No. 

8 Tahun 2010 terka�t perumusan t�ndak 
p�dana pencuc�an uang menggunakan 
6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang.

kata  setiap orang d�mana dalam pasal 
1 angka (9) d�tegaskan bahwa Set�ap 
orang adalah orang perseorangan 
atau korporas�. Sementara pengert�an 
korporas� terdapat dalam pasal 
1 angka (10). Dalam pasal �n� 
d�sebutkan bahwa Korporas� adalah 
kumpulan orang dan/atau kekayaan 
yang terorgan�sas� ba�k merupakan 
badan hukum maupun bukan badan 
hukum. Sementara �tu, yang d�maksud 
dengan transaks� menurut ketentuan 
dalam Undang-undang �n� adalah 
seluruh keg�atan yang men�mbulkan 
hak atau kewaj�ban atau menyebabkan 
t�mbulnya hubungan hukum antara dua 
p�hak atau leb�h. Adapun “transaks� 
keuangan” d�art�kan sebaga� transaks� 
untuk melakukan atau mener�ma 
penempatan, penyetoran, penar�kan, 
pem�ndah bukuan, pentransferan, 
pembayaran, h�bah, sumbangan, 
pen�t�pan, dan atau keg�atan la�n yang 
berhubungan dengan uang. Transaks� 
keuangan yang menjad� unsur t�ndak 
p�dana pencuc�an uang adalah transaks� 
keuangan yang mencur�gakan atau 
patut d�cur�ga� ba�k transaks� dalam 
bentuk tuna� maupun melalu� proses 
pentransferan/mem�ndah buku  kan.

Secara gar�s besar unsur 
pencuc�an uang terd�r� dar�: unsur 
objekt�f (actus reus) dan unsur subjekt�f 
(mens rea). Unsur objekt�f (actus 
reus) dapat d�l�hat dengan adanya 
keg�atan menempatkan, mentransfer, 
membayarkan atau membelanjakan, 
mengh�bahkan atau menyumbangkan, 
men�t�pkan, membawa keluar neger�, 
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menukarkan atau perbuatan la�n atas 
harta kekayaan (yang d�ketahu� atau 
patut d�duga berasal dar� kejahatan). 
Sedangkan unsur subjekt�f (mens 
rea)d�l�hat dar� perbuatan seseorang 
yang dengan sengaja, mengetahu� atau 
patut menduga bahwa harta kekayaan 
berasal dar� has�l kejahatan, dengan 
maksud untuk menyembuny�kan atau 
menyamarkan harta tersebut.7

T�ndak p�dana pencuc�an uang 
salah satunya harus memenuh� unsur 
adanya perbuatan melawan hukum 
sebaga�mana d�maksud dalam pasal 
3 UU No. 8 Tahun 2010, d�mana 
perbuatan melawan hukum tersebut 
terjad� karena pelaku melakukan 
t�ndakan pengelolaan atas harta 
kekayaan yang merupakan has�l t�ndak 
p�dana. Pengert�an has�l t�ndak p�dana 
d�ura�kan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 
2010. Pada pasal �n� Harta kekayaan 
yang d�kual�f�kas�kan sebaga� harta 
kekayaan has�l t�ndak p�dana adalah 
harta yang berasal dar� kejahatan 
sepert�: korups�, penyuapan, narkot�ka, 
ps�kotrop�ka, penyelundupan tenaga 
kerja, penyelundupan m�grant, b�dang 
perbankan, b�dang pasar modal, 
b�dang asurans�, kepabeanan, cuka�, 
perdagangan orang, perdagangan 
senjata gelap, teror�sme, pencul�kan, 
pencur�an, penggelapan, pen�puan, 
pemalsuan uang, perjud�an, prost�tus�, 
b�dang perpajakan, b�dang l�ngkungan 
h�dup, b�dang kehutanan, b�dang 
7 Sup�ad�, 2012, T�ndak P�dana Pencuc�an 

Uang, d�akses pada s�tus: http://www.
negarahukum.com/hukum/1562.html, 
d�akses tanggal 3 Januar� 2014.

kelautan dan per�kanan serta t�ndak 
p�dana la�n yang d�ancam hukuman 4 
tahun penjara.

Dalam melakukan pencuc�an 
uang pelaku t�dak terlalu 
mempert�mbangkan has�l yang akan 
d�peroleh, dan besarnya b�aya yang 
harus d�keluarkan. Karena, tujuan 
utamanya adalah untuk menyamarkan 
atau mengh�langkan asal-usul uang 
seh�ngga has�l akh�rnya dapat d�n�kmat� 
atau d�gunakan secara aman.

J�ka bank menemukan adanya 
suatu transaks� yang mencur�gakan, 
bank dapat melaporkan kepada BI. 
Namun, apab�la terdapat adanya 
transaks� yang mencur�gakan tersebut, 
t�dak serta merta menunjukkan telah 
terjad� t�ndak p�dana pencuc�an uang, 
akan tetap� harus d�tel�t� terleb�h dulu. 
Peraturan Bank Indones�a tersebut, 
bukan berart� menjad� t�dak berlaku 
setelah berlakunya undang-undang 
T�ndak P�dana Pencuc�an Uang. 
Peraturan tersebut tetap berlaku 
sebaga� sarana yang dapat membantu 
secara operas�onal undang-undang 
T�ndak P�dana Pencuc�an Uang, karena 
ruang l�ngkup money laundering 
s�fatnya luas bukan hanya perbankan 
mela�nkan juga non bank.

Sehubungan dengan telah 
berlakunya Undang-Undang No. 
15 Tahun 2002 yang merupakan 
dasar hukum untuk melakukan 
penanggulangan terhadap T�ndak 
P�dana Pencuc�an Uang, maka 
dalam Pasal 2 undang-undang �n� 
d�tentukan, beberapa has�l kejahatan 
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yang jumlahnya l�ma ratus juta rup�ah 
atau leb�h atau n�la� yang setara, yang 
d�peroleh ba�k langsung maupun 
t�dak langsung dar� t�ndak p�dana 
korups�, penyuapan, penyelundupan 
barang, penyelundupan tenaga kerja, 
penyelundupan �m�gran, perbankan, 
perdagangan gelap narkot�ka dan 
ps�kotrop�ka, perdagangan budak, 
wan�ta dan anak, perdagangan 
senjata gelap, pencul�kan, teror�sme, 
pencur�an, penggelapan, dan pen�puan 
merupakan t�ndak p�dana yang dapat 
d�ancam dan d�jatuh� p�dana. Namun, 
apab�la memperhat�kan batasan uang 
�legal sebesar Rp 500 juta rup�ah 
yang tergolong terlalu t�ngg� apab�la 
d�band�ngkan dengan Amer�ka Ser�kat 
(US$ 10.000), Austral�a (AUS$ 
10.000), menurut Yunus Huse�n,8 
Deput� D�rektur D�rektorat Hukum 
Bank Indones�a, dengan batasan 
sebesar �tu d�khawat�rkan banyak 
uang has�l kejahatan yang jumlahnya 
d� bawah batasan tersebut lolos dar� 
jangkauan Undang-Undang No. 15 
Tahun 2002. Kekhawat�ran tersebut 
tampaknya terbukt�, ya�tu sebaga�mana 
yang d�nyatakan oleh D�rektur Un�t 
Khusus Investas� Perbankan Bank 
Indones�a (UKIP), bahwa kendala 
yang ser�ng d�temu� UKIP dan PPATK 
saat menyerahkan laporan ke peny�d�k 
adalah mas�h adanya beda perseps� d� 
8 Yunus Huse�n, Pusat Pelaporan dan 

Anal�s�s Transaks� Keuangan (PPATK), 
Sebuah Lembaga Yang D�bentuk Dengan 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, 
d�akses pada s�tus: http://�d.w�k�ped�a.
org/w�k�/Yunus_Huse�n, d�akses tanggal 
3 Desember 2013.

antara kedua belah p�hak. Peny�d�k 
ser�ng menolak untuk men�ndak 
lanjut� laporan transaks� mencur�gakan 
dar� UKIP dan PPATK dengan alasan 
t�dak ada �nd�kas� korups� karena n�la� 
transaks�nya d� bawah RP 500 juta.9

3.2 Transaksi Tunai Dalam 
Kebijakan Kriminalisasi 
Pencucian Uang
Upaya pencegahan dan 

pemberantasan t�ndak p�dana Pencuc�an 
Uang memerlukan landasan hukum 
yang kuat untuk menjam�n kepast�an 
hukum, efekt�v�tas penegakan hukum 
serta penelusuran dan pengembal�an 
Harta Kekayaan has�l t�ndak p�dana.10 
Penelusuran Harta Kekayaan has�l 
t�ndak p�dana pada umumnya 
d�lakukan oleh lembaga keuangan 
melalu� mekan�sme yang d�atur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Lembaga keuangan mem�l�k� peranan 
pent�ng khususnya dalam menerapkan 
pr�ns�p mengenal� Pengguna Jasa dan 
melaporkan Transaks� tertentu kepada 
otor�tas (financial intelligence unit) 
sebaga� bahan anal�s�s dan untuk 
selanjutnya d�sampa�kan kepada 
peny�d�k. Lembaga keuangan t�dak 
hanya berperan dalam membantu 
penegakan hukum, tetap� juga menjaga 
d�r�nya dar� berbaga� r�s�ko, ya�tu r�s�ko 
operas�onal, hukum, terkonsentras�nya 
9 Hukumonl�ne.com, PPATK Tertibkan 

Peraturan Pelaksanaan UU Pencucian Uang, 
d�akses tanggal 3 Deseember 2013.

10 Guy Stessens, 1984,  Money Laundering 
A New International Law Enforcement 
Model, (Cambr�dge: Un�vers�ty Press, 
2000), hlm.  184. 
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Transaks�, dan reputas� karena t�dak 
lag� d�gunakan sebaga� sarana dan 
sasaran oleh pelaku t�ndak p�dana 
untuk mencuc� uang has�l t�ndak 
p�dana. Dengan pengelolaan r�s�ko 
yang ba�k, lembaga keuangan akan 
mampu melaksanakan fungs�nya 
secara opt�mal seh�ngga pada 
g�l�rannya s�stem keuangan menjad� 
leb�h stab�l dan terpercaya.11Upaya 
yang d�lakukan tersebut d�rasakan 
belum opt�mal, antara la�n karena 
peraturan perundang-undangan yang 
ada ternyata mas�h member�kan ruang 
t�mbulnya penafs�ran yang berbeda-
beda, adanya celah hukum, kurang 
tepatnya pember�an sanks�, belum 
d�manfaatkannya pergeseran beban 
pembukt�an, keterbatasan akses 
�nformas�, semp�tnya cakupan pelapor 
dan jen�s laporannya, serta kurang 
jelasnya tugas dan kewenangan dar� 
para pelaksana Undang-Undang 
tersebut d� atas.

Keb�jakan kr�m�nal�sas� 
pada masa yang akan datang perlu 
memperhat�kan hal-hal sebaga� 
ber�kut: 
a. Masalah  Percobaan,  Pembantuan  

dan  Permufakatan Jahat.
Karena  aturan  pem�danaan  

mengena�  percobaan, pembuatan  dan  
permufakatan  jahat  t�dak  d�sebutkan 
sebaga�  ketentuan  umum. Art�nya, 
pasal 3 ayat 1 �tu hanya berlaku untuk 
t�ndak p�dana dalam pasal 3 ayat 

11 Ed� Nasut�on, 2011, Memahami Praktik 
Pencucian Uang Hasil Kejahatan (Money 
Laundering), hlm. 17.

1 seh�ngga  t�dak  jelas  apakah  �n� 
berlaku  pasal  la�n  atau  t�dak. Hal 
�n� pent�ng karena ketentuan �n� jelas 
berbeda dengan yang d�atur dalam 
KUHP,  maka  perlunya formulas�  
yang leb�h jelas dalam ketentuan 
umum.
b. P�dana M�n�nal Khusus

UU TPPU mencantumkan 
ancaman p�dana  m�n�mal  khusus,  
namun  t�dak  memuat aturan/
pedoman penerapan p�dananya secara 
khusus. Hal �n�  akan men�mbulkan 
masalah,  karena  d�l�hat  dar�  system 
pem�danaan,  jumlah  ancaman  
p�dana  (m�n�mal  maupun maks�mal)  
hanya  merupakan  salah  satu  sub-
s�stem  yang  t�dak  dapat  beg�tu  saja 
d�terapkan  d�  dalam  perumusan del�k.  
Agar  dapat  d�terapkan,  harus  d�serta�  
dengan  sub-s�stem mengena�  aturan  
pem�ndanaan/pedoman penerapannya  
terleb�h dahulu. Oleh  karena  �tu  
formulas� yang  akan  datang  harus  
d�serta�  dengan  pedoman penerapan. 
c. Pertanggungjawaban P�dana 

Terhadap Korporas�
Penetapan subyek hukum 

korporas� sebaga� pelaku  t�ndak p�dana  
pencuc�an  mas�ng  mengandung  
beberapa kelemahan. Kelemahan 
tersebut menurut Barda antara la�n 
perumusan pada pasal 4 ayat 1,  seolah-
olah  korporas�  baru dapat  d�p�dana  
apab�la  t�ndak  p�dana  d�lakukan  oleh 
pengurus  dan/atau  kuasa  pengurus.  
Jad�  kalau  d�lakukan oleh  karyawan/  
pegawa�/  buruh/  orang  la�n    bukan 
pengurus  atau  bukan  kuasa  
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pengurus,  maka  korporas� t�dak  
dapat  d�pertanggungjawabkan. D� 
samp�ng  �tu ancaman  p�dana  denda  
untuk  korporas�  yang maks�mumnya  
d�perberat  sepert�ga  t�dak  d�serta�  
dengan ketentuan  khusus  untuk  
pelaksanaan  p�dana  denda  yang t�dak 
d�bayar oleh korporas�.

IV.  KESIMPULAN
1. Upaya pencegahan dan 

pemberantasan t�ndak p�dana 
Pencuc�an Uang memerlukan 
landasan hukum yang kuat 
untuk menjam�n kepast�an 
hukum, efekt�v�tas penegakan 
hukum serta penelusuran dan 
pengembal�an Harta Kekayaan 
has�l t�ndak p�dana. Harta 
kekayaan yang berasal dar� 
berbaga� kejahatan atau t�ndak 
p�dana tersebut pada umumnya 
t�dak langsung d�belanjakan 
atau d�gunakan oleh para 
pelaku kejahatan karena apab�la 
langsung d�gunakan akan mudah 
d�lacak oleh penegak hukum 
mengena� sumber d�perolehnya 
harta kekayaan tersebut, seh�ngga 
b�asanya para pelaku kejahatan 
terleb�h dahulu mengupayakan 
agar harta kekayaan yang 
d�peroleh dar� kejahatan tersebut 
masuk ke dalam s�stem keuangan 
(financial system).

2. D�mana pendekatan follow the 
money dalam mengkr�m�nal�sas� 
pencuc�an uang, ya�tu perbuatan 
menyembuny�kan dan 

menyamarkan harta kekayaan 
has�l t�ndak p�dana, seh�ngga 
seolah-olah tampak sebaga� 
kekayaan yang sah. Dalam 
set�ap t�ndak p�dana, set�daknya 
ada t�ga komponen, ya�tu pelaku, 
t�ndak p�dana yang d�lakukan, 
dan has�l t�ndak p�dana. Has�l 
t�ndak p�dana dapat berupa 
uang atau harta kekayaan la�n. 
Pendekatan follow the money 
mendahulukan mencar� uang 
atau harta kekayaan has�l t�ndak 
p�dana d�band�ngkan dengan 
mencar� pelaku kejahatan.
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PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTO CITIZEN 
JOURNALIST YANG DIPUBLIKASIKAN DI INSTAGRAM

Oleh:
Ni Made Dwi Marini Putri1

Abstract
The development of the current paradigm demonstrate initiative of the citizens 
to share information in their possession to the public. Citizen who was only a 
reader, now turned into a citizen journalist, who sends the picture to the press on 
Instagram account on an event that attracts attention. In this research, there are 
two issues to be discussed namely 1) How is the protection of moral rights and 
economic rights over the photos produced by citizen journalist on Instagram? 
2) How can the efforts of a citizen journalist to protect the copyrighted works 
uploaded on Instagram? This research is an empirical juridical study that 
examines the problem of copyright photography protection in Instagram. Moral 
rights protection of citizen journalist on Instagram photo is done with the mention 
of names of the photographer (citizen journalist) and copyright holder (press 
accounts on Instagram). Protection of economic rights of citizen journalism 
photo on Instagram as stipulated in the Act of the Republic of Indonesia Number 
28 of 2014 on Copyright only applies to photographs with human objects. Efforts 
that can be done by a citizen journalist to protect copyrighted works uploaded 
on Instagram are preventive efforts, respresive efforts and pre-emtive efforts.

Keywords: protection, copyright, citizen journalist, moral rights, economic  
       rights.

Abstrak
Perkembangan parad�gma d� era �nformas� saat �n� menunjukkan �n�s�at�f dar� 
warga untuk membag�kan �nformas� yang d�m�l�k�nya kepada publ�k secara cepat 
dan up to date. Warga yang tad�nya hanya seorang pembaca, k�n� cenderung 
menjad� citizen journalist yang cenderung ber�n�s�at�f dan akt�f meng�r�mkan 
has�l fotonya kepada akun pers d� Instagram mengena� suatu per�st�wa yang 
menar�k perhat�an. Dalam penel�t�an �n� terdapat dua permasalahan �nt� ya�tu 
1) Baga�manakah perl�ndungan hak moral dan hak ekonom� atas foto yang 
d�has�lkan oleh seorang citizen journalist d� Instagram? 2) Baga�manakah 
upaya-upaya yang dapat d�lakukan seorang citizen journalist untuk mel�ndung� 
karya c�pta fotonya yang d�unggah d� Instagram? Penel�t�an �n� merupakan 
penel�t�an yur�d�s emp�r�s yang mengkaj� mengena� masalah perl�ndungan karya 
c�pta fotograf� d� Instagram. Perl�ndungan hak moral foto citizen journalist d� 
Instagram d�lakukan dengan penyebutan nama penc�pta (citizen journalist) dan 
pemegang hak c�pta (akun pers pada Instagram). Perl�ndungan hak ekonom� foto 
citizen journalist d� Instagram sebaga�mana yang d�atur dalam Undang-undang 
Republ�k Indones�a Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak C�pta hanya berlaku 
1 Kementr�an Hukum dan Hak Asas� Manus�a Republ�k Indones�a Kantor W�layah Bal�., Ema�l: 

dw1m4r1n1@gma�l.com
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pada karya foto dengan objek manus�a. Upaya-upaya yang dapat d�lakukan 
seorang citizen journalist untuk mel�ndung� karya c�pta fotonya yang d�unggah 
d� Instagram adalah upaya prevent�f, upaya respres�f serta upaya pre-emt�f. 

Kata kunc�: perlindungan, karya cipta foto, citizen journalist, hak moral,  
         hak ekonomi.

I. PENDAHULUAN
Akseleras� �nformas� 

membutuhkan akses yang besar 
terhadap perolehan �nformas� �tu 
send�r�. Akses yang besar hanya 
b�sa d�dapat dar� sumber ber�ta yang 
banyak, cepat, tepat dan akurat. 
Perkembangan menunjukkan adanya 
pen�ngkatan part�s�pas� masyarakat 
dalam mengumpulkan, melaporkan, 
menganal�s�s h�ngga menyampa�kan 

�nformas� kepada masyarakat dengan 
d�mengunggah foto suatu kejad�an 
d� med�a sos�al. Salah satu med�a 
sos�al yang ser�ng d�jad�kan tempat 
menyampa�kan �nformas� adalah 
Instagram. Instagram adalah apl�kas� 
berbag� foto c�ptaan Kev�n Systrom and 
M�ke Kr�eger, yang memungk�nkan 
pengguna untuk berbag� foto dan 
v�deo publ�k atau pada layanan para 
pengguna. 

	 Gambar 1 Foto karya Citizen Journalist 

Sumber: http://www.�nstagram.com/p/BWEJYBdlr07/?taken-by=�nfodenpasar



226

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 2 : 224 - 236

Instagram mulanya d�gunakan 
untuk berbaga� foto dengan 
keluarga dan teman, namun dalam 
perkembangannya, Instagram 
d�gunakan untuk berbag� ber�ta oleh 
para citizen journalist atau jurnal�s 
warga. Citizen journalist yang secara 
kebetulan menemukan suatu per�st�wa 
menar�k dan �ng�n membag�nya 
kepada orang la�n akan mengamb�l 
foto dar� per�st�wa tersebut dan 
meng�r�mnya kepada akun Instagram 
yang menyaj�kan ber�ta, sepert� Info 
Denpasar, Lambe_Turah dan la�n-la�n. 
Med�a-med�a tersebut, sela�n mem�l�k� 

jurnal�s send�r�, juga mendapatkan 
ber�ta dar� citizen journalist. Mereka 
member�kan kesempatan bag� 
masyarakat yang �ng�n berbag� 
�nformas� kepada masyarakat melalu� 
karya foto.

Has�l foto merupakan salah satu 
bentuk karya c�pta yang d�l�ndung� oleh 
Undang-undang Republ�k Indones�a 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
C�pta. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf 
k d�nyatakan C�ptaan yang d�l�ndung� 
mel�put� C�ptaan dalam b�dang 
�lmu pengetahuan, sen�, dan sastra, 
terd�r� atas: karya fotograf�. Dalam 

Sumber:https://www.�nstagram.com/p/BVrhJohj3MI/?taken-by=punap�bal�.
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Penjelasan huruf k, yang d�maksud 
dengan “karya fotograf�” mel�put� 
semua foto yang d�has�lkan dengan 
menggunakan kamera. Sebaga� sebuah 
hak c�pta, maka penc�pta mem�l�k� hak 
eksklus�f yang terd�r� dar� hak ekonom� 
dan hak moral. Dalam penel�t�an �n� 
akan d�bahas mengena� perl�ndungan 
hak c�pta foto citizen journalist yang 
d�publ�kas�kan d� Instagram. 

Berdasarkan latar belakang 
yang telah d�ura�kan sebelumnya, 
maka dapat d�rumuskan permasalahan 
sebaga� ber�kut:
a. Baga�manakah perl�ndungan 

hak moral dan hak ekonom� atas 
foto yang d�has�lkan oleh citizen 
journalist d� Instagram?

b. Baga�manakah upaya-upaya 
yang dapat d�lakukan seorang 
citizen journalist untuk 
mel�ndung� karya c�pta fotonya 
yang d�unggah d� Instagram?
Or�s�nal�tas penel�t�an mengena� 

perl�ndungan hak c�pta foto citizen 
journalist yang d�publ�kas�kan 
d� Instagram d�lakukan dengan 
memband�ngkan beberapa penel�t�an 
la�n, d�antaranya:
1. “Efekt�v�tas Pengaturan Hukum 

Hak C�pta Dalam Mel�ndung� 
Karya Sen� Trad�s�onal Daerah” 
yang d�tul�s oleh Emma 
Valent�na Teresha Senewe. 
Dalam penel�t�an tersebut, 
ada dua has�l temuan yakn� d� 
Indones�a, terdapat peraturan 
perundang-undangan yang 
mengatur tentang karya sen� 

trad�s�onal daerah. Ketentuan 
hukum mengena� karya sen� 
trad�s�onal daerah tersebut 
terdapat dalam Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak C�pta. Pengkaj�an mengena� 
pengaturan karya sen� trad�s�onal 
daerah dalam undang-undang 
tersebut menghas�lkan temuan 
berupa beberapa kelemahan 
dan keleb�han. Pengaturan 
mengena� perl�ndungan karya 
sen� trad�s�onal daerah tersebut 
tertuang dalam Pasal 10 d�mana 
pengaturan tersebut mas�h terlalu 
umum. Hal �n� mengak�batkan 
banyaknya pelanggaran hak 
c�pta terhadap karya sen� 
trad�s�onal daerah dan m�n�mnya 
upaya pemer�ntah dalam 
menanggulang� pelanggaran hak 
c�pta tersebut. Penemuan tersebut 
d�harapkan dapat menjad� bahan 
kaj�an untuk perba�kan pada 
peraturan perundang-undangan 
selanjutnya.2 Dalam penel�t�an 
perl�ndungan hak c�pta foto citizen 
journalist yang d�publ�kas�kan 
d� Instagram, ruang l�ngkup hak 
c�pta yang d�bahas adalah karya 
foto sedangkan dalam  penel�t�an 
yang d�tul�s oleh Emma Valent�na 
Teresha Senewe berada pada 
ruang l�ngkup karya sen�.

2. “Perl�ndungan Hak C�pta Atas 
2 Emma Valent�na Teresha Senewe, 2015, 

Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta 
Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional 
Daerah, Jurnal LPPM B�dang EkoSosBudKum 
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Ed�s� Oktober, 
Manado, hlm.1.
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Buku” sebaga�mana yang d�tul�s 
oleh Denny Kusmawan. Dalam 
penel�t�an �n� d�bahas mengena� 
buku sebaga� salah satu objek 
hak c�pta, oleh sebab �tu, karya 
buku mendapatkan perl�ndungan 
hak c�pta atas segala bentuk 
pelanggaran. Pelanggaran hak 
c�pta atas buku justru banyak 
d�lakukan d� l�ngkungan kampus 
d�mana dosen dan mahas�swa 
yang menggandakan buku dengan 
cara fotocopy dan pengut�pan 
yang t�dak mencatumkan sumber 
rujukan. Rekomendas� darr� 
penel�t�an �n� adalah dengan 
mengatur mengena� jumlah 
halaman atau persentase buku 
yang boleh d�gandakan dalam 
undang-undang serta melakukan 
kampanye ant�plag�as�.3 Dalam 
penel�t�an perl�ndungan hak 
c�pta foto citizen journalist yang 
d�publ�kas�kan d� Instagram, 
pembahasan mengacu pada 
karya-karya foto yang d�has�lkan 
oleh citizen journalist dan 
d�publ�kas�ka pada Instagram.

3. “Perl�ndungan Hak Moral dalam 
Hukum Hak C�pta”, yang d�tul�s 
oleh Yul�ana D�ah Wars�k� Sus� 
Ir�ant�. Dalam penel�t�an tersebut 
d�bahas mengena� perl�ndungan 
hak moral yang melekat pada 
set�ap c�ptaan. Dalam penel�t�an 
tersebut, penul�s mengura�kan 

3 Denny Kusmawan, 2014, Perlindungan Hak 
Cipta Atas Buku, Jurnal Perspekt�f Volume 
XIX No. 2 Tahun 2014 Ed�s� Me�, Surabaya, 
hlm.137.

mengena� esens� right of 
paternity atau right of integrity 
sebaga� dasar untuk menentukan 
adanya pelanggaran hak 
c�pta. Perl�ndungan hak moral 
d�lakukan dengan mencantumkan 
nama penc�pta dar� sebuah 
karya c�pta dan t�dak mengubah 
has�l c�ptaan yang bertendens� 
merug�kan penc�pta.4 Dalam 
penel�t�an tersebut membahasn 
mengena� hak moral yang dapat 
berkontr�bus� dalam kaj�an 
mengena� perl�ndungan hak 
moral foto citizen journalist d� 
Instagram.
Tujuan penel�t�an dalam jurnal 

�lm�ah �n� terd�r� dar� tujuan umum 
dan tujuan khusus. Tujuan umum 
dalam penel�t�an �n� adalah untuk 
menganal�s�s perl�ndungan hak 
c�pta foto citizen journalist yang 
d�publ�kas�kan d� Instagram. Tujuan 
khusus dalam penel�t�an �n� adalah 
untuk menganal�s�s perl�ndungan 
hak moral dan hak ekonom� atas foto 
yang d�has�lkan oleh citizen journalist 
d� Instagram dan untuk menemukan 
upaya-upaya yang dapat d�lakukan 
seorang citizen journalist untuk 
mel�ndung� karya c�pta fotonya yang 
d�unggah d� Instagram.

II METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� menggunakan 

pendekatan yur�d�s emp�r�s yakn� 

4 Yul�ana D�ah Wars�k� Sus� Ir�ant�, 2014,  
Perlindungan Hak Moral Dalam Hukum Hak 
Cipta, Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 
XIII, Nomor 3, Kupang, hlm.26.
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mengkaj� mengena� masalah 
perl�ndungan hak c�pta atas karya 
fotograf�. Perl�ndungan karya c�pta 
fotograf� �n� d�pertegas pada Pasal 40 
ayat (1) yang menyatakan bahwa karya 
fotograf� merupakan c�ptaan yang 
d�l�ndung�. Dalam Penjelasan Pasal 
40 huruf k d�tegaskan bahwa karya 
fotograf� mencakup semua foto yang 
d�has�lkan dar� tangkapan kamera. 
Penel�t�an �n� bers�fat deskr�pt�f dengan 
menjabarkan mengena� �mplementas� 
perl�ndungan hukum terhadap karya 
c�pta dalam bentuk fotograf� yang 
d�has�lkan oleh citizen journalist. 

Data yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n� adalah data pr�mer dan 
data sekunder. Data pr�mer berasal 
dar� has�l pengamatan yang d�lakukan 
secara t�dak langsung, yakn� melalu� 
apl�kas� Instagram. Data sekunder 
terd�r� dar� bahan hukum pr�mer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
berasal dar� bahan hukum pr�mer yakn� 
Undang-undang Republ�k Indones�a 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
C�pta dan Undang-undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahan 
hukum sekunder yang d�gunakan 
adalah l�teratur mengena� hak c�pta, 
hukum peny�aran dan hukum med�a.

Pengumpulan bahan hukum 
d�lakukan dengan tekn�k stud� 
kepustakaan. Melalu� tekn�k stud� 
kepustakaan �n�, bahan hukum 
d�kumpulkan, d�catat dan d�gunakan 
dalam penel�t�an dengan mencatumkan 
sumber rujukan yang jelas untuk 
mengh�ndar� plag�as�. Anal�s�s 

bahan hukum d�lakukan secara 
kual�tat�f yakn� dengan mengura�kan 
perl�ndungan hak c�pta foto citizen 
journalist yang d�publ�kas�kan d� 
Instagram. Penjabaran d�sampa�kan 
secara deskr�pt�f anal�t�s.

 III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perlindungan Hak Moral 

dan Hak Ekonomi Atas Foto 
Yang Dihasilkan oleh Citizen 
Journalist di Instagram 
Kehad�ran citizen journalist 

dalam med�a massa saat �n�, 
menunjukkan adanya suatu pergeseran 
parad�gma d�mana para pembaca k�n� 
telah berm�gras� menjad� seorang 
jurnal�s. Para pembaca mem�l�k� 
kepedul�an untuk membag�kan 
�nformas� kepada orang la�n melalu� 
med�a yang dapat d�baca oleh banyak 
orang. Warga telah melakukan 
berbaga� keg�atan pers5 dan d�unggah 
secara onl�ne untuk d�sebarluaskan. 
Instagram adalah salah satu apl�kas� 
yang d�gunakan oleh para pembaca 
untuk membag� foto yang memuat 
suatu �nformas�, m�salnya mengena� 
kebakaran, kemacetan lalu l�ntas, 
upacara keagamaan, fenomena sos�al 
masyarakat dan sebaga�nya. 
5 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah   
lembaga   sos�al   dan   wahana   komun�kas�   
massa   yang melaksanakan keg�atan  jurnal�st�k  
mel�put�  mencar�,  memperoleh,  mem�l�k�, 
meny�mpan,  mengolah,  dan menyampa�kan  
�nformas�  ba�k  dalam  bentuk tul�san, suara,  
gambar,  suara  dan  gambar, serta  data  dan  
graf�k  maupun dalam  bentuk la�nnya  dengan  
menggunakan  med�a  cetak, med�a elektron�k, 
dan segala jen�s saluran yang tersed�a.
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Foto adalah sebuah karya c�pta 
yang menggabungkan unsur sen�, 
ke�lmuan (science), apl�kas� dan 
kemampuan untuk menangkap sebuah 
moment dan mengabad�kannya dalam 
sebuah karya c�pta. Foto merupakan 
suatu benda, ba�k dalam bentuk 
softcopy maupun hardcopy yang 
d�has�lkan dar� tangkapan kamera 
sebaga�mana yang d�tegaskan dalam 
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf k. 
Sejalan dengan klas�f�kas� mengena� 
macam-macam benda, maka sebaga� 
sebuah karya c�pta, hak c�pta termasuk 
sebaga� benda bergerak yang t�dak 
bertubuh.6 Benda bergerak �n� tentu saja 
mem�l�k� n�la� ekonom� dan melah�rkan 
hak moral yang harus d�l�ndung�. 
Perl�ndungan terhadap hak ekonom� 
dan hak moral tersebut merupakan 
pengejawantahan dar� reward theory 
sebaga�mana yang d�kemukakan oleh 
Robert M Sherwood. Teor� �n� pada 
�nt�nya member�kan penghargaan 
atas upaya-upaya kreat�fnya dalam 
menemukan atau menc�ptakan karya-
karya �ntelektual. Penghargaan 
tersebut t�dak lepas dar� perwujudan 
pengakuan terhadap karya �ntelektual 
yang telah d�has�lkannya.7

Foto yang d�has�lkan oleh citizen 
journalist merupakan suatu karya c�pta 
yang mendapatkan perl�ndungan hak 
6 Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek-

Aspek Hukumnya, R�neka C�pta, Jakarta, 
hlm.29

7 N� Ketut Supast� Dharmawan, 2011, Hak 
Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum 
Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap 
Perlindungan Program Komputer, Badan 
Penerb�t Un�vers�tas D�ponegoro, Semarang, 
hlm.49

c�pta, yakn� hak eksklus�f yang terd�r� 
dar� hak moral dan hak ekonom�. 
Ketentuan mengena� hak c�pta �n� t�dak 
lepas dar� tuntutan global�sas� ekonom� 
yang meng�ng�nkan terbentuknya 
s�stem organ�sas� dan komun�kas� 
antar masyarakat d� seluruh dun�a. Hal 
�n� d�lakukan dengan meng�kut� s�stem 
dan ka�dah-ka�dah yang sama.”8 
Kond�s� tersebut meng�ng�nkan 
adanya harmon�sas� ketentuan 
mengena� perl�ndungan hak c�pta. 
Secara �nternas�onal, perl�ndungan 
hak c�pta mel�put� hak moral dan hak 
ekonom�. Kedua hak tersebut juga 
d�akomod�r dalam Undang-undang 
Republ�k Indones�a Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak C�pta.

Dalam undang-undang t�dak 
d�def�n�s�kan mengena� pengert�an hak 
moral. Hak moral send�r� d�atur pada 
Pasal 5-7 Undang-undang Republ�k 
Indones�a Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak C�pta9 Secara doktr�nal, 

8 A�m Abdulkar�m, 2004, Kewarganegaraan, 
Graf�ndo Med�a Pratama, Jakarta, hlm. 94.

9  Pasal 5 Undang-undang Republ�k Indones�a 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak C�pta (1) 
Hak moral sebaga�mana d�maksud dalam Pasal 
4 merupakan hak yang melekat secara abad� 
pada d�r� Penc�pta untuk: a. tetap mencantumkan 
atau t�dak mencantumkan namanya pada 
sal�nan sehubungan dengan pemaka�an 
C�ptaannya untuk umum; b. menggunakan 
nama al�asnya atau samarannya; c. mengubah 
C�ptaannya sesua� dengan kepatutan dalam 
masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul 
C�ptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam 
hal terjad� d�stors� C�ptaan, mut�las� C�ptaan, 
mod�f�kas� C�ptaan, atau hal yang bers�fat 
merug�kan kehormatan d�r� atau reputas�nya. 
(2) Hak moral sebaga�mana d�maksud pada 
ayat (1) t�dak dapat d�al�hkan selama Penc�pta 
mas�h h�dup, tetap� pelaksanaan hak tersebut 
dapat d�al�hkan dengan was�at atau sebab la�n 
sesua� dengan ketentuan peraturan perundang-
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hak moral  terd�r� dar� hak-hak yang 
sebaga� ber�kut:
a. Hak pengakuan sebaga� 

penc�pta (authorship r�ght atau 
paternity right) apab�la karya 
c�pta yang d�has�lkan oleh 
penc�pta tersebut d�perbanyak, 
d�umumkan atau d�pamerkan 
d�hadapan publ�k. Karya tersebut 
harus mencantumkan nama 
penc�ptanya.

b. Hak keutuhan karya (the right to 
protect the integrity of the work) 
yakn� hak untuk t�dak melakukan 
perubahan terhadap c�ptaan 
tanpa persetujuan dar� penc�pta, 
atau ahl� war�snya. Perubahan 
tersebut m�salnya d�lakukan 
dengan pemutarbal�kan, 
perusakan, pemotongan, dan 
penggant�an yang berhubungan 
dengan karya c�pta.

c. Hak penc�pta untuk mengandakan 
perubahan pada c�ptaan sesua� 
dengan tuntutan perkembangan 
zaman serta kepatutan dalam 
masyarakat. 10

Perl�ndungan hak moral foto 
karya citizen journalist d� Instagram 
dapat d�l�hat dar� pencantuman atau 
t�dak mencantumkan nama atau 
menggunakan nama samaran citizen 

undangan setelah Penc�pta men�nggal dun�a. 
(3) Dalam hal terjad� pengal�han pelaksanaan 
hak moral sebaga�mana d�maksud pada ayat 
(2), pener�ma dapat melepaskan atau menolak 
pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan 
atau penolakan pelaksanaan hak tersebut 
d�nyatakan secara tertul�s.

10 Abdul Kad�r Muhammad, 2001, Kajian Hukum 
Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. C�tra 
Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 21.

journalist dalam karya c�pta foto 
tersebut sepanjang d�gunakan untuk 
kepent�ngan umum. Apab�la d�gunakan 
untuk kepent�ngan komers�al, maka 
s�stem elektron�k waj�b mencantumkan 
nama citizen journalist penc�pta 
karya foto tersebut. Citizen journalist 
dalam konsep normat�ve hak c�pta 
d�sebut sebaga� penc�pta, sedangkan 
Instagram, khususnya pem�l�k akun 
Instagram yang bergerak d� b�dang 
pers merupakan pemegang hak c�pta. 

Sebaga� sebuah karya yang 
d�saj�kan melalu� s�stem elektron�k, 
maka penc�pta dapat mel�ndung� 
hak c�pta fotonya melalu� �nformas� 
elektron�k hak c�pta. �nformas� 
elektron�k hak c�pta mel�put� 
�nformas� tentang suatu c�ptaan, yang 
muncul dan melekat secara elektron�k 
dalam hubungan dengan keg�atan 
pengumuman c�ptaan; penc�pta sebaga� 
pemegang hak c�pta; nama penc�pta, 
al�asnya atau nama samarannya; masa 
dan kond�s� penggunaan c�ptaan; 
nomor; dan kode �nformas�. Dengan 
dem�k�an, has�l foto tersebut t�dak 
dapat d�gunakan oleh med�a onl�ne la�n 
tanpa se�z�n atau tanpa mencantumkan 
penc�ptanya. 

Pada med�a onl�ne, pem�l�k 
akun med�a onl�ne mel�ndung� hak 
moral penc�pta dengan mencantumkan 
sumber (pem�l�k) foto dan juga 
menul�skan nama atau logo akun med�a 
onl�ne. Hal tersebut d�lakukan untuk 
mencegah med�a la�n menggunakan 
foto tersebut sebaga� �lustras� ber�ta 
yang d�buatnya tanpa mencantumkan 
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sumber foto yang sesungguhnya, 
melakukan mut�las� c�ptaan, d�stors� 
c�ptaan, mod�f�kas� c�ptaan yang 
merug�kan penc�pta dan pemegang 
hak c�pta.

Hak c�pta sebaga� salah satu 
hak kekayaan �ntelektual mem�l�k� 
s�fat-s�fat sebaga�mana hak kekayaan 
�ntelektual pada umumnya. Pada 
�nt�nya hak kekayaan �ntelektual adalah 
hak untuk men�kmat� secara ekonom�s 
terhadap suatu kreat�v�tas �ntelektual.
dar� objek yang d�atur. Karya-karya 
tersebut t�mbul atau lah�r karena 
kemampuan �ntelektual manus�a.11 
Kemampuan �ntelektual tersebut 
d�has�lkan dar� p�k�ran, kemampuan, 
�nsp�ras�, �maj�nas�, kecekatan, 
keteramp�lan, atau keahl�an yang 
d�ekspres�kan dan d�wujudkan dalam 
sebuah karya nyata. Hak kekayaan 
�ntelektual dan hak asas� manus�a 
mem�l�k� penekanan yang sama yakn� 
pada property rights dan individual 
rights.12 

Hak kekayaaan �ntelektual 
memang merupakan �st�lah umum dar� 
hak eksklus�f yang t�mbul karena has�l 
kreat�v�tas dan keg�atan �ntelektual 
manus�a. Dalam keg�atan b�sn�s, 
eks�stens� hak c�pta sebaga� hak 
kekayaan �ntelektual �n� d�aku�. Has�l 

11  D�rektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 
2006, Buku Panduan Hak Kekayaan 
Intelektual, D�rektorat Jendral Hak Kekayaan 
Intelektual, Jakarta, hlm. 2

12  N� Ketut Supast� Dharmawan, 2014, Relevans� 
Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asas� 
Manus�a Generas� Kedua, Jurnal D�nam�ka 
Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, 
Un�vers�tas Jenderal Soed�rman, Purwokerto, 
hlm. 526.

c�ptaan termasuk ke dalam hak yang 
t�dak berwujud (intangible) dar� benda 
yang juga t�dak berwujud namun 
mem�l�k� n�la� ekonom�s.13 Pengaturan 
mengena� hak ekonom� secara umum 
d�atur dalam Pasal 8-11 Undang-
undang Republ�k Indones�a Nomor 28 
Tahun 2014 Tentang Hak C�pta. Dalam 
Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Hak C�pta d�sebutkan bahwa 
perl�ndungan hak c�pta atas c�ptaan 
berupa karya fotograf� berlaku selama 
50 (l�ma puluh) tahun sejak pertama 
kal� d�lakukan pengumuman. Terka�t 
dengan karya foto citizen journalist, 
maka jen�s hak ekonom� karya c�pta 
tersebut adalah hak perbanyakan 
(penggandaan), ya�tu dengan 
penambahan jumlah c�ptaan dengan 
pembuatan yang hamp�r sama, sama, 
atau menyerupa� c�ptaan tersebut, 
ba�k dengan menggunakan bahan-
bahan yang sama maupun bahan-
bahan yang t�dak sama, termasuk 
pengal�hwujudkan c�ptaan.14 

Pada dasarnya, hak ekonom� 
terka�t dengan penggunaan secara 
komers�al. Penggandaan foto pada 
med�a sos�al tentu saja sangat mudah 
d�lakukan. Net�zen hanya perlu 
membag�kan (share) pada akun yang 
d�m�l�k�nya, menautkan dan dapat pula 
meny�mpan foto yang d�m�l�k�nya. 

13 D�rektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
Departemen Hukum dan Hak Asas� Manus�a 
Republ�k Indones�a, 2007, Penegakan 
Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, 
D�rektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
Departemen Hukum dan Hak Asas� Manus�a 
Republ�k Indones�a, Jakarta, hlm. 1. 

14 Abdul Kad�r Muhammad, Op.Cit., hlm. 
19.



233

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 2 : 224 - 236

Beberapa jen�s foto ser�ng d�amb�l 
dar� Instagram dan d�gunakan untuk 
keg�atan komers�l, sepert� foto kue 
yang d�post�ng oleh seseorang, 
kemud�an d�amb�l oleh orang la�n 
dan d�aku� sebaga� portofol�o kuenya. 
Karya fotograf� mem�l�k� n�la� ekonom� 
d�mana banyak per�st�wa, hal, atau 
benda yang dapat d�abad�kan melalu� 
karya tersebut.

Hak ekonom� t�dak d�ber�kan 
apab�la karya foto tersebut memuat 
protret (dengan objek manus�a) tanpa 
se�z�n dar� orang yang ada dalam 
potret atau ahl� war�snya. Orang dalam 
objek foto dapat menuntut orang yang 
mempubl�kas�kan foto tersebut tanpa 
se�z�nnya. Hal �n� merupakan amanat 
dar� kebebasan pers, d�mana penyebaran 
�nformas� dapat d�lakukan sepanjang 
t�dak bertentangan dengan pr�vas�. 
Danr�vanto Budh�janto berpandangan 
bahwa kebebasan memperoleh 
�nformas� adalah hak asas� yang harus 
berakh�r karena adanya perl�ndungan 
terhadap hak-hak pr�bad�. Selanjutnya 
bel�au mencontohkan bahwa negara 
sel�beral Amer�ka Ser�kat pun tetap 
mengharga� dan menjunjung t�ngg� 
kebebasan memperoleh �nformas�, 
namun t�dak d�perkenankan melanggar 
hak-hak pr�bad� dar� seseorang.15 

D� Jepang, masalah perl�ndungan 
atas pr�vas� �n� telah menjad� perhat�an 
p�hak yang berwenang dengan 
membuat aturan yang memuat 
perl�ndungan atas pelanggaran dan 

15 Danr�vanto Budh�janto, 2010, Hukum 
Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi 
Informasi Regulasi dan Konvergensi, Ref�ka 
Ad�tama, Bandung, hlm. 3. 

penyahgunaan �nformas� pr�bad� dar� 
satu sumber ke dalam suatu daftar 
dan menjualnya kepada p�hak la�n.16 
Merujuk pada ketentuan dem�k�an, 
maka seorang citizen journalist t�dak 
boleh mengunggah foto karyanya yang 
dapat menyerang pr�vas� seseorang. 
Kebebasan t�dak dapat d�art�kan 
sebaga� berbuat sekehendak tanpa 
batas atau tanpa menjaga kebebasan 
orang la�n. Kebebasan mengandung 
makna yang mendalam yakn� sebuah 
pengakuan dan penghormatan terhadap 
dan kewaj�ban set�ap manus�a.17

3.2. Upaya-upaya yang Dapat 
Dilakukan Seorang Citizen 
Journalist untuk Melindungi 
Karya Cipta Fotonya yang 
diunggah di Instagram
Berb�cara mengena� upaya-

upaya yang dapat d�lakukan seorang 
citizen journalist untuk mel�ndung� 
karya c�pta fotonya yang d�unggah 
d� Instagram, maka akan berhadapan 
dengan dua t�ga hal yakn� upaya 
prevent�f, upaya repres�f dan upaya 
pre-emt�f. Dalam apl�kas� Instagram, 
telah d�rancang teknolog� sedem�k�an 
rupa yang menyebabkan pengguna 
t�dak dapat meny�mpan foto. Mereka 
hanya dapat menautkan dengan 
para pengguna Instagram yang la�n. 
Walaupun t�dak secara langsung 
dapat meny�mpan foto karya citizen 

16 Asr�l S�tompul, 2004, Hukum Internet 
(Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di 
Cyberspace), C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, 
hlm. 26-27.

17  Samsul Wah�d�n, 2006, Hukum Pers, Pustaka 
Pelajar, Yogjakarta, hlm. 24.
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journalist, namun dengan kecangg�han 
teknolog�, net�zen dapat melakukan 
foto layar (screen shoot) dan memotong 
bag�an-bag�an yang perlu d�h�langkan 
(crop) untuk mendapatkan has�l yang 
d��ng�nkan. Net�zen dapat mengunggah 
ulang foto tersebut dan mungk�n sekal� 
untuk menjual has�l karyanya kepada 
orang la�n. Perbuatan tersebut tentu 
t�dak ad�l bag� citizen journalist yang 
memang member�kan has�l fotonya 
tanpa berbayar kepada akun med�a 
d� Instagram. John Jay menyatakan 
justice is indiscriminately due to all, 
without regard to numbers, wealth, 
or rank.18 Kead�lan adalah perbuatan 
nond�skr�m�nas� kepada seseorang, 
ba�k mengena� jumlah, kesejahteraan 
atau per�ngkat. Oleh sebab �tu, 
d�perlukan upaya untuk mel�ndung� 
hak c�pta atas karya fotograf� yang 
d�unggah d� Instagram. 

Upaya prevent�f d�lakukan 
dengan mengedukas� netizen dan akun 
pers d� Instagram untuk memenuh� hak 
moral dan hak ekonom� atas has�l karya 
fotograf� yang d�has�lkan oleh citizen 
journalist. Pemenuhan hak moral 
dapat d�lakukan mencantumkan nama 
citizen journalist yang meng�r�mkan 
has�l karyanya ke akun pers d� 
Instagram. Upaya la�n yang dapat 
d�lakukan adalah dengan mel�ndung� 
hak keutuhan karya foto yang 
d�has�lkan citizen journalist. Art�nya, 
18 Achmad Al�, 2009, Menguak Teori Hukum 

(Legal Theory dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Intepretasi 
Undang-undang (Legisprudence), Kencana, 
Jakarta, hlm. 221. 

net�zen t�dak d�perbolehkan untuk 
mengubah (melakukan editing, crop 
dan sebaga�nya) terhadap has�l karya 
foto yang telah d�unggah tersebut. 

Sehubungan dengan pergeseran 
parad�gma jurnal�sme sebaga�mana 
yang telah d�ura�kan sebelumnya, 
pada dasarnya, citizen journalist t�dak 
memperjualbel�kan has�l karya fotonya. 
Mereka hanya �ng�n berbag� �nformas� 
kepada masyarakat, namun dalam 
pemenuhan hak ekonom�nya, seorang 
citizen journalist dapat memperoleh 
keuntungan ekonom� dar� akun pers 
d� apl�kas� Instagram. B�asanya akun-
akun tersebut akan member�kan 
souven�r atau pembayaran berupa uang 
kepada citizen journalist yang karya 
fotonya d�muat dalam akun med�a 
tersebut. Seorang Citizen journalist 
hendaknya mempert�mbangkan pula 
keputusannya apab�la akan member�kan 
has�l karyanya untuk d�publ�kas�kan. 
Apab�la memang per�st�wa yang d�foto 
berpotens� member�kan keuntungan 
ekonom�, maka citizen journalist 
dapat mem�nta hak ekonom� kepada 
akun pers d� Instagram yang akan 
mempubl�kas�kan karya tersebut atau 
p�hak la�n yang tertar�k akan karya 
fotograf�nya. 

Upaya repres�f d�lakukan melalu� 
penegakan hukum sebaga�mana 
yang d�atur dalam Undang-undang 
Republ�k Indones�a Nomor 28 Tahun 
2014. Penyelesa�an sengketa hak c�pta 
dapat d�lakukan melalu� pengad�lan 
(pengad�lan n�aga) dan melalu� 
alternat�f penyelesa�an sengketa 
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berdasarkan Bab XIV Undang-undang 
Republ�k Indones�a Nomor 28 Tahun 
2014. Tuntutan p�dana d�lakukan 
berdasarkan Pasal 113 ayat (3) bag� 
set�ap orang yang dengan tanpa hak/ 
atau tanpa �z�n Penc�pta atau Pemegang 
Hak C�pta melakukan pelanggaran 
hak ekonom� Penc�pta sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk 
penggunaan secara komers�al d�p�dana 
dengan p�dana penjara pal�ng lama 4 
(empat) tahun dan/ atau p�dana denda 
pal�ng banyak Rp.1.000.000.000,- 
(satu m�lyar rup�ah). Gugatan perdata 
t�dak mengh�lang hak bag� penc�pta 
karya foto untuk mengajukan tuntutan 
p�dana. Upaya pre-emt�f yang dapat 
d�lakukan adalah dengan memb�na 
akun-akun pers yang belum memenuh� 
hak moral dan/ atau ekonom� kepada 
citizen journalist melalu� Dewan Pers 
Nas�onal.

IV KESIMPULAN
1. Perl�ndungan hak moral foto 

citizen journalist d� Instagram 
d�lakukan dengan penyebutan 
nama penc�pta (citizen 
journalist) dan pemegang 
hak c�pta (akun pers pada 
Instagram). Penggandaan hanya 
d�lakukan untuk kepent�ngan 
umum, bukan untuk kepent�ngan 
komers�al yang dapat merug�kan 
penc�pta. Berka�tan dengan 
perl�ndungan hak ekonom�, 
dalam �mplementas�nya, pada 
umumnya p�hak pem�l�k akun 

pers telah member�kan reward/ 
�nsent�f sebaga� penghargaan 
terhadap hak ekonom� yang 
d�m�l�k� oleh seorang citizen 
journalist.  

2. Upaya-upaya yang dapat 
d�lakukan seorang citizen 
journalist untuk mel�ndung� 
karya c�pta fotonya yang 
d�unggah d� Instagram adalah 
upaya prevent�f melalu� edukas� 
mengena� perl�ndungan hak 
c�pta, upaya respres�f melalu� 
penegakan hukum ba�k melalu� 
perdata dan p�dana serta upaya 
pre-emt�f melalu� pemb�naan 
oleh Dewan Pers Nas�onal. 
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